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BUPATI WAKATOBI 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

 
PERATURAN BUPATI WAKATOBI 

NOMOR  13 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA 
MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN WAKATOBI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI WAKATOBI, 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang 
Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, dipandang 
perlu didelegasikan Kewenangan Pelaksanaan  Izin 
Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada Camat di 
Kabupaten Wakatobi; 

b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan 
ekonomi di Kabupaten Wakatobi perlu melakukan 
pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan 
kecil; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha 
Mikro dan Kecil kepada Camat di Kabupaten 
Wakatobi; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4866); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);        

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 
tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5404); 
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13. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang 
Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro 
dan Kecil; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036); 

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 
2008 Nomor 3); 

17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah 
diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN 

KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO 
DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN 
WAKATOBI. 

 
BAB I  

KETENTUAN UMUM 
 

 Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Wakatobi. 

4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 
Usaha Mikro dan memiliki kekayaan bersih paling banyak                     
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah 
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dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan 
tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).  

5. Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik 
langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau 
Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil dan memiliki 
kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta 
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima 
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari             
Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling 
banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). 

6. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang 
berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 
undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa 
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi 
persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu 
kegiatan usaha tertentu.  

  

BAB II 
RUANG LINGKUP 

 
Pasal 2 

 
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi 
pengaturan pemberian IUMK bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil 
(PUMK). 

 
BAB III 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN 
 

Pasal 3 
 

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Camat sebagai 
pelaksana IUMK. 

(2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebagai berikut : 

a. usaha mikro; dan 

b. usaha kecil. 

(3) Format IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Wakatobi.  
 
 
 

Ditetapkan di   Wangi-Wangi 
pada tanggal     1 – 3 - 2016 
 

      BUPATI WAKATOBI, 
 

   TTD/CAP 
 

             H U G U A 
Diundangkan di  Wangi-Wangi 
pada tanggal        1 – 3 - 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, 
 
                     TTD/CAP 
 

H. SUDJITON 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 13 
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI 
 NOMOR :  13 TAHUN 2016 
 TANGGAL :   1 MARET 2016 

TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN 
PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO 
DAN KECIL KEPADA CAMAT DI 
KABUPATEN WAKATOBI 

 
BENTUK IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
     KECAMATAN ……….. 

                  Jln. …………………………………….. 
    

SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL 
Nomor …………………….. 

 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk 
Usaha Mikro dan Kecil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 
tentang  Tata  Cara  Pemberian  Izin  Usaha  Mikro  dan  Kecil  dan  Peraturan  Bupati  
Nomor  12 Tahun 2016 tentang Tata  Cara  Pemberian Izin  Usaha Mikro  dan Kecil,  
bersama ini menyatakan dan memberikan izin kepada : 
 

Nama : ………………………………………………………….. 
Nomor KTP : ………………………………………………………….. 
Alamat : ………………………………………………………….. 
Nomor Telepon : ………………………………………………………….. 
 

Untuk mendirikan Usaha Mikro dan Kecil  yang mencakup perizinan dasar berupa 
menempati lokasi/domisili, melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun 
penjualan barang/jasa, dengan identitas : 
 

Nama Perusahaan : ………………………………………………………….. 
Bentuk Perusahaan : Perorangan/CV 
NPWP : ………………………………………………………….. 
Kegiatan Usaha : ………………………………………………………….. 
Sarana Usaha : ………………………………………………………….. 
Alamat Usaha : ………………………………………………………….. 
Jumlah Modal Usaha :Rp..........(.....................................)(mikro/kecil) 
Nomor Pendaftaran  : ………………………………………………………….. 
 

Ditetapkan di ………… 
pada tanggal …………  

 

CAMAT …………… 
 

  cap stempel dan tanda tangan 
 

NAMA 
Pangkat (Gol/Ruang) 
NIP.    

Keterangan : pas photo distempel 
 

      BUPATI WAKATOBI, 
 

TTD/CAP 
 

             H U G U A 

 
 

Pas Photo  
4 x 6 cm 
Berwarna 


